
WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan kewajiban Pemerintah Daerah kepada
pihak ketiga, yar:;g disebabkan pemberian kesempatan kepada
penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga
melampaui Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, maka harus dianggarkan kembali pada
akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2O20 sesuai kode rekening berkenaan
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum,
Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Koperasi, Usaha Mikro
Kecil, Menengah dan Perindustrian;

b. bahwa sehubungan dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus
(DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana serta Bantuan
Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Kesetaraan mengalami perubahan sesuai dengan
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus di masing-masing bidang
melalui pergeseran anggaran dan akan ditampung dalam
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O2O;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 202O tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Dbease 2OL9 di Lingkungan
Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat
melaksanakan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya,
yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pergeseran
anggaran dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala
daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksarraa.n,
untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan
daerah tentang perubahan APBD;
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Mengingat

e. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran algka V Nomor 28 huruf
a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2O19 tentang
Pedoman Pen3rrsunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020, dimana pelaksanaan kegiatan dalam
keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup
tersedia dan/ atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan
mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan
APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan Penjabaran APBD;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hrrruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2O19 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2O2O;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Ta}:un 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 182O);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL9 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2O (Berila Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 655);

7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2OL9 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O

(Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019 Nomor 7);
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8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2Ol9 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O20 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2O19
Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaraa Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (E,erita
Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 715.000.000.000,00
2.Dana Perimbangan Rp 7.262.056.302.400,00
3. Lainlain Pendapatan daerahyang sah Rp 557.863.802.000,00

Rp 2.534.920.104.4OO,OO

b. Belanja Daerah:
1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai
b) Belanja Subsidi
c) Belanja Hibah
d) Belanja Bantuan Sosial
e) Belanja Bantuan Keuangan kepada

provinsi/ kabupaten/ kota, pemerintah
dan partai politik

f) BelanjaTidakTerduga

2. Belanja Langsung
a) Belanja Pegawai
b) Belanja Barang dan Jasa
c) Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

Total Belanja

Surplus/ (Delisit) setelah perubahan

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

815.146.359.400,00
1.O00.o00.o00,o0

148.452.000.000,0O
3.245.625.O00,O0

1.300.000.000,00
15.OOO.000.OOO,OO

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 944.L43.984.400,00

Rp
Rp
Rp

280.476.O95.607,00
77t.O22.23L.869,00
671.160.386. t27,OO

Rp 1.722.658.713.603,00
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Rp (171.882.593.603,00)

Jumlah Pendapatan

Rp 2.706.802.698.003,00



c. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp
Rp

198.507.593.603,00
26.625.00O.000,00

Rp
Rp

t7L.882.593.603,0O
NIHTL

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini,

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran'Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 30 t',larer 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI
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Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 37 l{e.tet 2020

SEKRETARTS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2O2O NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA IAN HUKUM,

M




